
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership
 
Perlindungan Hukum Bagi Pemodal Perusahaan Partnership Dalam
Securities Crowdfunding di Indonesia = The Legal Protection for
Partnership Company Investors in Securities Crowdfunding in
Indonesia
Indramayu, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20521552&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Dalam Securities Crowdfunding (SCF) yang merupakan pengembangan Equity Crowdfunding, perusahaan

yang dapat menjadi Penerbit tidak hanya badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas, perusahaan partnership

juga dapat menjadi Penerbit efek bersifat utang atau sukuk. Pemodal yang membeli efek pada perusahaan

partnership memiliki risiko kerugian yang besar karena perusahaan partnership bukan badan hukum dan

umumnya perusahaan pemula yang belum tentu memiliki pengelolaan yang baik. Penelitian ini mengkaji

jaminan perlindungan hukum bagi Pemodal perusahaan partnership yang diatur dalam POJK 57/2020 dan

perjanjian-perjanjian dalam penyelenggaraan SCF. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis

normatif dengan menggunakan data-data sekunder yang diolah secara kualitatif. Hasil penelitian

menunjukan: Pertama, POJK 57/2020 memberikan perlindungan hukum dengan cara adanya syarat

kualifikasi bagi pihak-pihak dalam SCF, batasan pembelian dan pengumpulan dana, kewajiban

mengungkapkan fakta material, jatuh tempo buyback, penggunaan escrow account, pencatatan Efek kepada

bank kustodian, serta pemantauan usaha dan kewajiban bayar oleh Penyelenggara. Namun, perlindungan

hukum bagi Pemodal masih belum komprehensif karena masih menimbulkan masalah seperti pengawasan

penyelenggaraan SCF yang belum optimal, kurang lengkapnya pengungkapan fakta material terkait aspek

hukum dalam perusahaan partnership dan pengaturan SCF masih lemah karena hanya berbentuk POJK.

Kedua, terdapat perjanjian penyelenggaraan SCF yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti

adanya perjanjian penyelenggaraan SCF yang menggunakan dasar hukum POJK 37/2018 yang sudah tidak

berlaku, adanya klausul baku yang dilarang yaitu klausul pengalihan tanggungjawab dan klausul tunduknya

pemodal kepada aturan baru atau perubahan yang dibuat sepihak oleh Penyelenggara SCF, serta beberapa

perjanjian SCF tidak memuat klausul pemberian kuasa dari Pemodal efek bersifat utang atau Sukuk dengan

Penyelenggara.

......n Securities Crowdfunding (SCF), which is the development of Equity Crowdfunding, companies that

can become issuers are not only business entities in the form of limited liability companies, partnership

companies can also be issuers of debt securities or sukuk. Investors who buy securities in partnership

companies have a large risk of loss because partnership companies are not legal entities and generally start-

up companies do not necessarily have good management. This study examines the guarantee of legal

protection for investors in partnership companies as regulated in POJK 57/2020 and agreements in the

implementation of SCF. This study uses a normative juridical research method using secondary data that is

processed qualitatively. The results of the study show: First, POJK 57/2020 provides legal protection by

means of qualification requirements for parties in SCF, limits on purchasing and collecting funds,

obligations to disclose material facts, maturity of buybacks, use of escrow accounts, recording of securities

to custodian banks, and monitoring of business and payment obligations by the broker. However, legal

protection for investors is still not comprehensive because it still causes problems such as the supervision of
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the SCF implementation that is not optimal, the incomplete disclosure of material facts related to legal

aspects in partnership companies and the SCF regulation is still weak because it is only in the form of POJK.

Second, there are SCF implementation agreements that are not in accordance with applicable regulations,

such as the existence of an SCF implementation agreement that uses the legal basis of POJK 37/2018 which

is no longer valid, the existence of a prohibited standard clause, namely a transfer of responsibility clause

and a clause that investors submit to new rules or changes. unilaterally made by the SCF broker, as well as

several SCF agreements that do not contain a clause on granting power of attorney from debt securities or

Sukuk Investors to the broker.


